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BAB 9 
VERIFIKASI DAN VALIDASI 

YETI EKA SISPITA SARI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA, 

yetyikas.s@um-surabaya.ac.id. 

 

Pelaksanaan verifikasi dan validasi pernyataan produk oleh Pelaku 

Usaha ini dilakukan oleh Pendamping PPH yang berasal dari 

organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam 

yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi atau instansi 

pemerintah atau badan usaha sepanjang bermitra dengan 

organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam 

yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi dalam 

pendampingan PPH usaha mikro kecil. Dalam rangka 

mempermudah pendamping PPH dalam melaksanakan verifikasi 

dan validasi pernyataan produk oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil 

maka perlu adanya pedoman verifikasi dan validasi pernyataan 

produk oleh Pelaku UsahaMikro dan Kecil.  

Pedoman verifikasi dan validasi pernyataan produk oleh Pelaku 

Usaha Mikro dan Kecil ini dimaksudkan dan bertujuan untuk 

menjadi acuan Pendamping PPH dalam pelaksanaan kegiatan 

verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan produk untuk Pelaku 

Usaha Mikro dan Kecil (UMK). 

Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi 

Yang dimaksud meliputi  

1. Komitmen dan Tanggung Jawab  
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2. Bahan  

3. Produk  

4. Proses Produk Halal  

5. Monitoring dan Evaluasi  

Ketentuan Pelaksanaan 

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan verifikasi dan 

validasi pernyataan kehalalan produk oleh UMK. 

 

Persyaratan Khusus 

Produk tidak berisiko atau bahan yang sudah dipastikan 

kehalalannya memiliki kriteria: 

1. bersertifikat halal atau termasuk dalam daftar positif  

2. tidak menggunakan bahan berbahaya; dan/atau  

3. telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping PPH 

Bahan yang digunakan dalam PPH dipastikan kehalalannya. Bahan 

dikelompokkan menjadi bahan haram, bahan kritis dan bahan tidak 

kritis (daftar positif). 

1. bahan haram tidak boleh digunakan; 

2. bahan kritis harus dilengkapi dengan dokumen pendukung 

berupa sertifikat halal; 

3. bahan tidak kritis dapat digunakan tanpa dokumen pendukung 

kehalalan bahan dan/atau bahan tidak kritis ditetapkan oleh 
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BPJPH berdasarkan fatwa MUI dan hasil kesepakatan dengan 

kementerian/lembaga serta stakeholder terkait. 

Persyaratan Umum 

Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi dilakukan terhadap: 

1. Pernyataan Pelaku Usaha yang berupa akad/ikrar yang berisi: 

kehalalan produk dan bahan yang digunakan; dan proses 

produk halal (PPH). 

2. Dokumen atau informasi produk paling sedikit meliputi: merek 

atau nama produk; jenis produk; dan daftar bahan. 

Daftar Persyaratan Sertifikasi Halal Gratis bagi Pelaku Usaha 
Kecil Kategori Self-Declare.  

1. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah 

dipastikan kehalalannya;  

2. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana; 

3. Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp 500 juta 

yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri dan memiliki 

modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 2 miliar rupiah;  

4. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); 

5. Memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal (PPH) 

yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk 

tidak halal; 

6. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar 

(PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi 

(SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan 

kurang dari tujuh hari atau izin industri lainnya atas produk 

yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait. 
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7. Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak 1 

(satu) lokasi;  

8. Secara aktif telah berproduksi satu tahun sebelum permohonan 

sertifikasi halal;  

9. Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha 

restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan);  

10. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya. 

Dibuktikan dengan sertifikat halal, atau termasuk dalam daftar 

bahan sesuai Keptusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 

2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari Kewajiban 

Bersertifikat Halal; 

11. Tidak menggunakan bahan yang berbahaya; 

12. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk 

halal;  

13. Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak 

mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal 

dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas 

yang sudah bersertifikasi halal; 

14. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana 

atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha 

rumahan bukan usaha pabrik); 

15. Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan 

teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (ozonisasi), 

dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle); 

16. Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan 

mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui 

SIHALAL. 
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Prosedur Pendampingan dan Verval oleh Pendamping 

1. Kepala BPJPH menugaskan Lembaga Pendampingan PPH 

untuk menunjuk Pendamping PPH, setelah registrasi lembaga 

pendamping dan pendamping diterima dan disahkan oleh 

BPJPH 

2. Pimpinan Lembaga Pendampingan PPH menugaskan 

Pendamping PPH untuk melakukan Verifikasi dan Validasi 

terhadap Pernyataan Pelaku Usaha yang meliputi kehalalan 

produk dan bahan dan/atau PPH. 

3. Pimpinan Lembaga Pendampingan PPH menugaskan 

Pendamping PPH untuk melakukan Verifikasi dan Validasi 

terhadap Pernyataan Pelaku Usaha yang meliputi kehalalan 

produk dan bahan dan/atau PPH. 

4. Dalam hal hasil verifikasi dan validasi telah memenuhi standar 

kehalalan produk, Pendamping PPH memberikan rekomendasi 

kepada BPJPH. 

5. Penyusunan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi . 

Persiapan UMK Sebelum Verval 

Pelaku usaha mempersiapkan proses produk halal yang memenuhi 

ketentuan jaminan produk halal, antara lain:  

1. Memiliki Penyelia Halal  

2. Menyiapkan Bahan  

3. Menyiapkan PPH  

4. Menyiapkan Produk yang memenuhi standar  
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Setelah semua persiapan dirasa sudah memenuhi persyaratan, 

Pelaku UMK menyepakati jadwal kunjungan Pendamping PPH 

untuk melakukan verifikasi dan validasi. 

Produk tidak berisiko atau bahan yang sudah dipastikan 

kehalalannya memiliki kriteria antara lain bersertifikat halal atau 

termasuk dalam daftar positif, tidak menggunakan bahan 

berbahaya; dan/atau telah diverifikasi kehalalannya oleh 

pendamping PPH. Selain itu juga sebelum pelaksanaan verifikasi 

validasi pelaku UMK mempersiapkan proses produk halal yang 

memenuhi ketentuan jaminan produk halal yaitu memiliki penyelia 

halal, menyiapkan bahan, menyiapkan proses produk halal dan 

menyiapkan produk memenuhi standar. 
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